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MENALAR DILEMA AKTOR DAN MODEL KERJASAMA DALAM KERJASAMA
PEMERINTAH-SWASTA

Hanantyo Sri Nugroho

STMIK AMIKOM

Abstrak

Muncul adanya alternatif untuk mewirausahakan birokrasi. Oleh karena, keterbatasan
pembiayaan pembangunan diposisikan sebagai kendala dalam penyediaan layanan publik.
Akibatnya, penyediaan layanan publik bergantung pada dinamika yang terjadi dalam kolaborasi
bersama, antar pemerintah dan pihak swasta. Pada kenyataan, tidak ada pasar yang bebas dari
intervensi pemerintah. Di sisi lain, strukturisasi pasar bertentangan dengan paradigma birokrasi
dalam pelayanan publik. Menjadi menarik kemudian melihat pemaknaan barang publik dalam
layanan publik dan juga keterkaitan fungsi pelayanan dengan fungsi ekonomi dari adanya
kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif
dengan menggunakan desk-research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan
layanan publik dapat menjadi quasi-public goods ketika terjadi ketidakmampuan pemerintah
dalam menyediakan layanan publik maupun ketidakseimbangan yang dikaibatkan dari
pemanfaatan barang publik. Selain itu, fungsi pelayanan maupun fungsi ekonomi dari adanya
kerjasama pemerintah-swasta dapat berjalan bersama dalam memberikan layanan publik.

Kata kunci: Kerjasama Pemerintah-Swasta, Pelayanan Publik, Public Goods.

Abstract

There is an alternative to cultivating bureaucracy. Therefore, the limitations of
development financing are positioned as obstacles in the provision of public services. As a result,
the provision of public services depends on the dynamics that occur in joint collaboration, between
the government and the private sector. In reality, there is no market that is free from government
intervention. On the other hand, market structuring is contrary to the paradigm of bureaucracy in
public services. It becomes interesting then to see the meaning of public goods in public services
and also the relation of the functions of services to economic functions from the collaboration
between the government and the private sector. This research is qualitative-descriptive using desk-
research. The results of this study indicate that the provision of public services can be quasi-public
goods when there is an inability of the government to provide public services and the perceived
imbalance of the use of public goods. In addition, the service functions and economic functions of
the government-private collaboration can work together in providing public services.

Keywords: Government-Private Cooperation, Public Service, Public Goods.
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PENDAHULUAN
Urgensi Kerjasama Pemerintah-
Swasta

Tulisan ini hendak memberikan
gambaran terkait dengan pemaknaan
barang publik dalam pelayanan publik
dari adanya kerjasama pemerintah-
swasta. Permasalahan ini menarik untuk
dikaji karena masih terdapat
perdebatan terkait dengan kerjasama
pemerintah-swasta yang menyediakan
barang publik. Sangatlah ironis jika kita
ingat bahwa, terdapat keterbatasan
pembiayaan pembangunan oleh
pemerintah, tetapi pemerintah
dihadapkan pada proses pembangunan
ekonomi yang didalamnya
membutuhkan percepatan
pertumbuhan ekonomi.

Hal ini yang
memungkinan bangkrutnya birokrasi
(Drucker, 1992). Kegagalan utama
pemerintah saat ini adalah Kkarena
kelemahan manajemennya, bukan pada
apa yang dikerjakan pemerintah,
melainkan bagaimana caranya
pemerintah mengerjakannya (Gaebler,
1992). Oleh karena itu, masyarakat
bosan dan muak pada birokrasi yang
rakus dan bekerja lamban (Barzelay,
1992). Hal tersebut memunculkan
konsekuensi berupa agar birokrasi lebih
efektif, perlu dipangkas agar ramping
(Plastrik, 1997). Dengan demikian,
perlunya privatisasi, ramping struktur
kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan
fungsi publik (Savas, 1987). Akan tetapi,
pergeseran pola pikir pengelolaan

kemudian

pelayanan tersebut mengakibatkan
adanya kelompok masyarakat yang
tidak dapat mengakses layanan publik
dari adanya privatisasi. Terlebih, pada
perspektif
multidimensional di Indonesia sebagian
besar disebabkan oleh adanya salah

sejarah, krisis

urus pada semua sektor, baik swasta
dan terutama pemerintah (Garnaut,
1998). Oleh karena itu, perlu adanya
jalan tengah bagi kebijakan privatisasi
yang diakibatkan dari keterbatasan
pembiayaan pembangunan oleh
pemerintah dengan kebijakan
perlindungan kelompok masyarakat
yang tidak dapat mengakses layanan
publik  dari adanya
pemerintah-swasta tersebut.

Konsekuensi yang
kemudian adalah bagaimana melihat
pemaknaan barang publik dalam
layanan publik dan juga keterkaitan
fungsi  pelayanan dengan fungsi
ekonomi dari adanya kerjasama antara
pemerintah dengan pihak swasta.
Penelitian ini  bersifat  kualitatif-
deskriptif dengan menggunakan metode
desk-research. Metode ini menggunakan
sumber-sumber yang tersedia di publik,
seperti buku, laporan riset, dan jurnal.
Nantinya, metode ini menganalisis
dengan landasan teori yang relevan.
Kajian akan dibatasi pada kerjasama
pemerintah-swasta dalam penyediaan
layanan publik.

Pelayanan pemerintah terhadap
masyarakat diharapkan dapat menjadi
pendorong utama dalam peningkatan

kerjasama

muncul

daya saing dan pembangunan nasional,
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bukan sebagai sumber inefisiensi dan
ketidakpastian.  Konsekuensi  yang
muncul adalah pergeseran paradigma
birokrasi dalam memberikan pelayanan
publik.

Pola kerjasama pemerintah-
swasta merupakan pola kerjasama yang
didasarkan pada pendefinisian ulang
terhadap ruang lingkup intervensi
pemerintah. Hal tersebut tentu telah
merubah pola pikir pemerintah, yakni
dengan berbagi peran dengan pihak
swasta dalam penyediaan layanan
publik. Hal ini dikarenakan cara yang
efektif dalam memecahkan masalah
yang ditimbulkan pasar adalah dengan
cara membangun kembali struktur
pasar tersebut.

Oleh Kkarena itu, hal tersebut
ditunjukkan dengan mekanisme pasar
yang berorientasi pada hasil dalam
pengelolaan sumber daya yang ada.
Selain  itu, restrukturisasi  pasar
memungkinkan  pemerintah  untuk
mencapai hasil yang dibutuhkan dalam
memecahkan masalah. Artinya, ada
perubahan tata kelola pemerintahan
yang terjadi dikarenakan meningkatnya
kebutuhan atas penyelenggaraan
layanan masyarakat yang responsif,
efisien, dan efektif.

Sebagaimana yang dikemukakan
bahwa pemerintah harus lebih responsif
terhadap apa yang mereka inginkan
dalam memenuhi kebutuhan dan
keinginan pelanggan ataupun konsumen
(Osborne, 2003). Dengan demikian,
telah terjadi pergeseran paradigma
birokrasi, dimana selama ini birokrasi

dalam memberikan pelayanan
cenderung melayani kebutuhan
birokrasi, tetapi sekarang birokrasi
harus berubah untuk lebih responsif,
efisien, efektif dalam memberikan
pelayanan publik.

Mendefinisikan pelayanan publik
tidak lagi dapat ditentukan dengan
hanya melihat lembaga
penyelenggaranya, yaitu pemerintah
atau swasta (Dwiyanto, 2010). Terlebih,
telah banyak inovasi pemerintahan yang
berusaha mengembangkan sumber-
sumber penerimaan baru. Hal tersebut
yang menyebabkan penyediaan layanan
publik berupa barang dan jasa, yang
dahulu menjadi ranah pemerintah,
bertransformasi dengan masuknya
peran swasta, baik secara kepemilikan
penuh maupun secara Kkerjasama.
Artinya, sudah tidak tepat pelayanan
publik  sebagai = kewajiban dari
pelayanan yang harus selalu disediakan
hanya oleh pemerintah. Oleh karena itu,
ada sejumlah kriteria yang digunakan
untuk mendefinisikan berbagai jenis
pelayanan yang dapat dikategorikan
sebagai pelayanan publik. Lebih lanjut,
kriteria pertama adalah sifat dari
barang dan jasa itu sendiri, sedangkan
kriteria yang kedua adalah tujuan dari
penyediaan barang dan jasa (Dwiyanto,
2010).

Sesuai dengan kriteria pertama,
dimana melihat sifat dari barang dan
jasa itu sendiri, merupakan barang
publik yang menjadi kebutuhan dasar
manusia yang sangat penting. Dalam
kriteria yang kedua, dimana melihat
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tujuan dari penyediaan barang dan jasa,
barang dan jasa tersebut merupakan
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat umum. Artinya, pada saat
swasta menyelengarakan pelayanan
tersebut maka mereka dapat dikatakan
sebagai lembaga penyelenggara publik.
Oleh karena, mereka ikut berpartisipasi
dalam penyelengaraan pelayanan publik
tersebut. Tentunya, hal yang wajar jika
mekanisme pasar tertarik untuk ikut
menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu karena Kketerlibatannya dapat
menghasilkan keuntungan bagi mereka
(Dwiyanto, 2010). Dengan demikian,
tidak semua penyelenggaraan layanan
publik adalah pemerintah.

Kerjasama  pemerintah-swasta
merupakan proses Kkerjasama antara
pemerintah dengan swasta. Lebih lanjut,
dijelaskan bahwa kerjasama
pemerintah-swasta merupakan suatu
bentuk kerjasama, dimana didalamnya
memiliki kedudukan setara, untuk
menjalin  hubungan yang saling
menguntungkan dalam peningkatan
pelayanan publik yang lebih baik
sehingga terdapat adanya pembagian
investasi, resiko, dan pertanggung-
jawaban (Amril, 2011). Kerjasama yang
berlangsung  memerlukan  adanya
kesepakatan antara pemerintah dengan
swasta. Hal tersebut dikarenakan
swasta tidak hanya mempertimbangkan
faktor keuntungan ekonomi dan resiko
semata melainkan juga memperhatikan
kesinambungan pembangunan. Oleh
karena itu, perlu adanya perjanjian
kerjasama antara pemerintah dan

swasta. Dengan demikian, kerjasama
pemerintah-swasta yang berlangsung
diharapkan akan menghasilkan
hubungan kerjasama yang sinergis,
saling mendukung, dan menguntungkan
dalam  penyelenggaraan pelayanan
publik.

Ada beberapa literature review
penelitian yang telah ada sebelumnya
mengenai kerjasama pemerintah
dengan pihak swasta. Pertama, melalui
Tesis tentang Ekonomi Politik Kebijakan
Sektor Air Minum : Studi Kasus
Privatisasi Pamjaya (Rahmanto, 2009).
Dalam tesisnya tersebut, penulis
berkesimpulan bahwa pasar tidak bisa
menyelesaikan masalah karena
kerjasama ini tidak dapat meningkatkan
efisiensi. Kedua, melalui Tesis tentang
Kasus Privatisasi Pengelolaan Air
Minum di PDAM Kota Makasar (Idris,
2013). Dalam tesisnya tersebut, penulis
berkesimpulan bahwa telah terjadi
komodifikasi harga yang diakibatkan
dari proses investasi terebut. Ketiga,
melalui Tesis tentang Kemitraan
Pemerintah Daerah dan Swasta dalam
Penyediaan Pelayanan Jasa Transportasi
Laut di Kabupaten Bengkalis (Saily,
2011). Dalam tesisnya tersebut,
kerjasama ini belum sepenuhnya
merupakan suatu kemitraan, yang
didalamnya terdapat kerjasama
kolaboratif. Ini dilihat dari ciri
kemitraan yang belum semuanya sesuai
dengan kerjasama yang dilakukan
sehingga mempengaruhi
keberlangsungan dari kerjasama
tersebut. Keempat, melalui Tesis
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tentang Kemitraan Antara Pemerintah
dan Swasta di Kota Makasar (Amril,
2011). Dalam tesis tersebut, penulis
berkesimpulan bahwa kerjasama
menghasilkan output positif, dimana
dapat menyelesaikan sebagian
persoalan yang dihadapi oleh
pemerintah dalam menyediakan
layanan  publik.  Adapun
persoalan pada proses pelaksanaan
kemitraan, dimana kinerja pemerintah
yang terkesan tidak mampu dalam
negosiasi ketika menyusun perjanjian
kerjasama sehingga pemerintah
seringkali  menjadi  pihak  yang
dirugikan. Dengan demikian, dari
beberapa literature review tersebut
mengindikasi bahwa kerjasama antara
pemerintah dan pihak swasta kurang
berhasil. Berdasarkan literature review

muncul

penelitian sebelumnya, penulis
menyimpulkan bahwa perlu dianalisa
mengenai tentang alternatif model
kerjasama pemerintah-swasta,
pemaknaan barang publik dalam
penyediaan layanan publik, fungsi
pelayanan ataupun fungsi ekonomi
dalam kerjasama pemerintah-swasta.

PEMBAHASAN

Alternatif Pilihan dalam Kerjasama
Pemerintah-Swasta

Peningkatan kesejahteraan
rakyat, pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik, dan
terciptanya sinergisitas yang saling
menguntungkan merupakan tujuan
dilakukannya kerjasama pemerintah

dengan pihak ketiga. Kerjasama
pemerintah-swasta menjadi tantangan
dalam melaksanakan pembangunan
demi pemenuhan layanan kepada
masyarakat. Artinya, kerjasama yang
dilakukan tentu diarahkan kepada
layanan publik. Selanjutnya, kerjasama
pemerintah dan pihak ketiga juga
memberikan hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak.

Apabila melihat secara teoritik,
kerjasama terbentuk karena adanya
prinsip vrij bestuur, dimana terdapat
kebebasan kepala daerah dalam
bertindak untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahnnya, baik melalui
kerjasama ataupun sendiri. Artinya,
kekebasan tersebut tergantung pada
bagaimana kepala daerah
mengintrepretasikan maupun memutus
sendiri dalam
permasalahan yang terdapat pada
wilayah administrasinya. Hal tersebut
juga terkait bagaimana pemerintah
daerah dapat meningkatkan pelayanan
publik yang telah ada. Terlebih dengan
telah adanya prinsip desentralisasi dan
otonomi daerah maka pemerintah
daerah seringkali dihadapkan dengan
tuntutan pelayanan publik yang lebih
banyak dari masyarakat. Hal ini yang
menjadikan tanggungan pemerintah
daerah lebih besar.

Lalu, dihadapkannya pada
permasalahan kompleks terkait dengan
pembangunan nasionalmaupun daerah,

memecahkan

yakni kemiskinan, pendidikan,
kesehatan, serta sarana dan prasarana,
membuat pemerintah melakukan
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transformasi dalam penyelenggaraan
urusan publik. Terlebih, terbatasnya
sumber daya, yang dimiliki oleh
pemerintah dalam pemenuhan
pelayanan publik tersebut. Salah satu
bentuk transformasi penyelenggaraan
urusan adalah dengan cara melakukan
kerjasama. Pada skema Kkerjasama
pemerintah-swasta, pemerintah yang
bekerjasama dengan pihak swasta.
Selanjutnya, dalam kerjasama
pemerintah-swasta dapat
diklasifikasikan dalam empat bentuk
umum, yakni:
1. Kontrak pelayanan
2. Kontrak Bangun
3. Kontrak rehabilitasi
4. Kontrak patungan
Dalam menentukan pilihan atas
variasi dari bentuk Kkerjasama, dapat
melihat kerjasama tersebut dari (Yodo,
2013):
1. Tingkat alokasi resiko
pemerintah dan swasta
2. Tingkat kebutuhan terhadap
tenaga ahli dari masing-masing
pihak
3. Implikasi yang dapat muncul
pada tingkat pembayaran

Oleh karena itu, perlu adanya
pengkajian terhadap pilihan-pilhan yang
ada dalam Kklasifikasi  kerjasama
pemerintah-swasta. Pengkajian
berdasarkan pada tingkat resiko yang
ada di pemerintah maupun pihak
swasta serta bagaimana implikasi pada
setiap masing-masing kontrak tersebut.

Dalam pengkajian pilihan-pilihan
kerjasama pemerintah-swasta dan dari
beberapa perkembangan Kkerjasama
pemerintah-swasta yang selama ini
dilaksanakan di Indonesia, diketahui
bahwa kerjasama pemerintah-swasta
dalam pelayanan publik di Indonesia
seringkali berbeda antara bentuk
kerjasama yang ada dalam isi perjanjian

dengan peraturan kerjasama
pemerintah daerah. Hal tersebut bisa
dijelaskan karena kerjasama
pemerintah-swasta merupakan

pengetahuan praktis yang dibangun
atau dihasilkan melalui pemikiran
empirisme atau pengalaman (Sudibyo,
2006). Oleh karena itu, terdapat
ketidaksesuaian  yang terjadi  di
Indonesia karena kerjasama
pemerintah-swasta di Indonesia lebih
didasarkan sepenuhnya pada prinsip
saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak. Lebih lanjut, menurut Gratias dan
Boyd bahwa kerjasama pemerintah-
swasta adalah sebuah area dimana
praktek telah  mendahului teori
(Sudibyo, 2006). Dengan demikian,
kerjasama pemerintah-swasta lebih
dipengaruhi oleh motif dan tujuan dari
kepentingan dari masing-masing pihak.

Selanjutnya untuk mengetahui
pilihan kerjasama yang sesuai dengan
kondisi di Indonesia, maka dapat
menggunakan analisis SWOT, dimana
memperbandingkan antar pilihan yang
ada dalam kerjasama pemerintah-
swasta tersebut. Apabila melihat
analisis berdasarkan pada resiko dan
implikasi kerjasama, maka kontrak
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bangun lebih sesuai dengan kondisi
kerjasama pemerintah-swasta di
Indonesia. Hal tersebut dikarenakan :

1. alasan dasar yang menjadi
pertimbangan pemerintah dalam
melakukan kerjasama dengan
pihak swasta adalah
keterbatasan anggaran untuk
memenuhi  ketersediaan dan
peningkatan pelayanan publik.

2. dalam skema kontrak bangun
dapat mempertahankan
kepentingan pemerintah dalam
fungsi penyedia layanan publik.

3. adanya transfer teknologi dan
pelatihan karyawan lokal serta
resiko terjadi selisih paham lebih
kecil karena kontekstual.

Analisis Barang Publik-Barang Privat

Dalam memahami keterkaitan
barang dan jasa sebagai fungsi
pelayanan maupun fungsi ekonomi pada
sistem Kkerjasama pemerintah-swasta
maka perdebatan dimulai dari apakah
layanan publik yang dikerjasamakan
sebagai barang publik atau barang
privat. Lalu, penjelasan tersebut
membuat penjelasan lebih lanjut
tentang siapakah yang
menyelenggarakan penyediaan layanan
publik yang dikerjasamakan tersebut,
apakah  pemerintah atau
Selanjutnya, perdebatan
muncul dengan keterkaitan fungsi
layanan publik yang dikerjasamakan
sebagai fungsi pelayanan atau fungsi
ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut muncul ketika membahas

swasta.
kembali

layanan publik yang dikerjasamakan
maupun juga jika dilakukan oleh swasta
tanpa melibatkan peran pemerintah.

Secara teoritik, Savas
memberikan  penjelasan = mengenai
karakteristik barang dan jasa. Ada dua
hal yang dapat digunakan untuk
mengenali karakteristik barang dan jasa
(Rahmanto, 2009). Pertama, adalah
pemanfaatan barang oleh pengguna
hanya bisa dilakukan setelah
menemukan  kesepakatan  dengan
penyedia barang atau biasa diistilahkan
dengan exclusion. Kedua, adalah pola
pemanfaatan barang / jasa bisa
dilakukan secara bersama (joint) tanpa
mengurangi kualitas dan kuantitasnya
atau pemanfaatan barang / jasa yang
hanya bisa dilakukan secara individu
atau  biasa  diistilahkan  dengan
consumption. Lebih lanjut, kedua
karakteristik tersebut coba diperjelas
oleh Wiemer dan Vinning dengan
rivalrous consumption atau hak untuk
menghalangi  orang lain  untuk
mengkonsumsi dan excludable
ownership atau pembatasan
kepemilikan dalam pengelolaan barang
dan jasa (Rahmanto, 2009).

Terdapat pembeda dan pembatas
dalam penggunaan barang dan jasa
tersebut, yakni non-rivalry, rivalrous
consumption, non-excludable, dan
excludable consumption. Pertama, non-
rivalry biasa
penggunaan barang dan jasa oleh satu
individu tidak akan mengurangi
kesempatan individu lainnya terhadap
penggunaan barang dan jasa tersebut.

diartikan bahwa
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Hal tersebut berkebalikan dengan
rivalrous consumption, yakni
penggunaan barang dan jasa oleh satu
individu akan menutup Kkesempatan
bagi individu lainnya untuk penggunaan
barang dan jasa tersebut. Artinya, kedua
hal tersebut menjadi pembeda dan
pembatas dalam penggunaan barang
dan jasa yang ada. Kedua, non-
excludable yang dapat diartikan bahwa
apabila barang dan jasa tersebut
tersedia maka tidak ada yang dapat
menghalangi setiap individu lainnya
menggunakannya. Hal tersebut
berkebalikan dengan excludable
consumption, yakni apabila barang
tersebut sudah dimiliki oleh satu
individu maka dapat menghalangi setiap
individu lainnya untuk
menggunakannya. Artinya, kedua hal
tersebut menjadi pembeda dan
pembatas dalam kepemilikan dan
penggunaan barang dan jasa yang ada.
Bagaimana dengan yang
dimaksud dengan barang publik. Barang
publik adalah barang dan jasa yang
tidak bisa dibatasi orang lain untuk
memiliki (non-excludable ownership)
dan tidak bisa orang lain dihalangi
konsumsinya (non-rivalrous
consumption) (Rahmanto, 2009).
Artinya, setiap barang publik tentunya
menjadikan barang dan jasa tersebut
tidak akan ada yang mau
memproduksinya, karena barang dan
jasa tersebut dapat diperoleh dengan
mudah dan ada dimana-mana serta kita
bebas untuk mengkonsumsinya.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Kaul, dimana menempatkan barang
publik dalam konsepsi sebagai ekspresi
komoditi yang bersifat non-excludable
dan non-rival dalam proses konsumsi
(PLOD, Laporan Kajian Pengembangan
Kelembagaan Kawasan Terpadu
Terminal Giwangan, 2009). Seringkali
barang publik diidentikkan dengan
public goods ataupun collective goods.
Dengan demikian, kepemilikan atas
barang publik tidak berdasarkan pada
mekanisme pasar karena tidak adanya
karakter exclusion dan consumption
dalam barang publik tersebut. Artinya,
pemerintah dapat menggunakan
mekanisme kontrol dan juga regulasi
dalam mengaturnya.
Bagaimana  yang
dengan barang privat. Kaul
mendeskripsikan barang privat sebagai
sebuah fakta komoditi yang
diperdagangkan dengan logika ekonomi
pasar, dimana terdapat mekanisme
pasar yang mempertemukan pembeli
dan penjual (PLOD, Laporan Kajian
Pengembangan Kelembagaan Kawasan
Terpadu Terminal Giwangan, 2009).
Artinya, kepemilikan atas barang dan
jasa tertentu diakui. Hal tersebut
mengakibatkan orang lain tidak dapat
untuk memanfaatkan barang dan jasa
tersebut. Apabila orang lain ingin
menikmati barang dan jasa tersebut,
maka pemanfaatan barang tersebut
haruslah mendapatkan ijin atau dengan
cara menemukan kesepakatan dengan
pemilik barang dan jasa tersebut. Selain
itu, barang dan jasa dapat dikategorikan
menjadi barang privat karena memiliki

dimaksud
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sifat depletability atau finite, yakni
adanya kelangkaan dan keterbatasan
akan barang dan jasa tersebut. Dengan
demikian, penyediaan barang privat itu
sendiri berdasarkan mekanisme pasar.

Pada perkembangannya,
terdapat tertentu yang
memaksa atau membuat barang dan
jasa yang terkategori dalam public goods
tidak dapat memenuhi sifatnya secara
absolut, setidaknya hal tersebut yang
terjelaskan dalam konsep quasi-public
goods. Konsep quasi-public goods
terlihat pada penyediaan air bersih dan
juga jalan. Artinya, terdapat jenis barang
dan jasa yang memiliki variasi, yakni
campuran barang publik dan barang
privat. Dalam melihat logika dalam
variasi diantara barang publik dan
barang privat maka barang dan jasa
dapat dikelompokkan menjadi empat
bagian sebagai berikut (Rahmanto,
2009):

1. Private Goods atau barang privat,
yaitu barang yang dapat
dikonsumsi secara individual dan
tidak bisa didapatkan oleh
konsumen tanpa persetujuan
dari suplier, biasanya
persetujuan diperoleh dengan
melakukan pembayaran.

kondisi

2. Common-pool  Goods, yaitu
barang yang bisa dikonsumsi
secara individual, dan

penggunaannya tidak dapat
dibagi. Akan tetapi,
penggunaannya tidak membayar.
3. Tool Goods, yaitu barang yang
digunakan  secara  bersama.

Penggunaan barang dan jasa
tersebut dapat dibagi-bagi dalam
penggunaannya. Akan tetapi,
konsumen harus membayar.

4. Collective Goods, yaitu barang
yang digunakan secara bersama,
akan tetapi tidak ada sarana
untuk membatasi konsumen
untuk memanfaatkan barang ini,
artinya konsumen tidak akan
mau membayar pemanfaatan
barang ini tanpa ada paksaan.
Kelompok inilah yang biasa
disebut barang publik murni
(pure public goods).

Artinya, jika keempat kelompok
tersebut kita klasifikasikan berdasarkan
pada pihak yang menyelenggarakan
barang dan jasa tersebut maka kita
dapat melihatnya pada tabel berikut :

Tabel 1.
Barang Publik dan Barang Individu dalam
Sisi Penawaran Permintaan

Sisi Sisi Penawaran
Permintaan | Swasta Publik
(BUMN /
BUMD)
Kebutuhan Barang Common-
Individu Individu Poll Goods
(Private
Goods)
Kolektif Toll Goods | Barang
Publik
(Public
Goods)

Sumber : (Rachbini, 2006)
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Dalam mendudukannya, ada
analogi sederhana yang bisa dipakai
untuk  menggambarkan  kerjasama
pemerintah-swasta dalam penyediaan
layanan  publik  (Rachbini, 2006).
Sebagai contoh, produksi kendaraan
adalah barang privat sebagai
representasi dinamika ekonomi
masyarakat, sedangkan pertambahan
panjang jalan adalah barang publik yang
merupakan representasi  dinamika
pemerintah, dalam hal ini birokrasi dan
teknokratnya (Rachbini, 2006). Apabila
terjadi kemacetan lalu lintas jalan, yang
merupakan ketidakseimbangan
dinamika dan kemampuan antara dua
sistem yaitu swasta dan pemerintah,
maka sering terjadi barang publik
digeser lebih bersifat komersial. Hal
tersebut kemudian memberikan peran
pihak swasta untuk menambah jalan tol
dengan memungut biaya (toll fee) dari
pengguna, seperti jual-beli dalam
komoditi ekonomi individu biasa.
Artinya, jalan memiliki sifat non-
excludable tetapi kemudian
menyebabkan rivalry.

Analogi sederhana dari Rachbini
terhadap  jalan  tersebut, dapat
digunakan juga dalam penyediaan
layanan air bersih yang dikerjasamakan
pemerintah-swasta (Nugroho, Kajian
Kewenangan Pemerintah dalam
Penyediaan = Air  Bersih  Melalui
Kerjasama Pemerintah-Swasta : Studi
Kerjasama Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang dan PT. Sarana
Tirta Ungaran, 2016). Hal tersebut
dikarenakan semua orang

membutuhkan air bersih. Oleh karena
itu, air bersih dapat digolongkan
kedalam public goods, sebagaimana sifat
non-excludable yang terlekat
didalamnya. Di sisi lain, dalam
penyediaan dan pengolahan air bersih
membutuhkan biaya yang mabhal,
dimana air bersih tersebut akhirnya
diberikan  kepada  mereka yang
membayar. Selain itu, penggunaan air
bersih dapat optimal jika melimpahnya
sumberdaya air dan ketersediaan air
bersih atau jika pengunaanya tidak
terlalu banyak, tetapi jika sumberdaya
air langka dan ketersediaan air bersih
terbatas atau juga jika jumlah
penggunaan air bersih banyak maka
kondisi tersebut dapat mengurangi
kesempatan orang lain untuk
menggunakan air bersih. Artinya,
penggunaan air bersih kemudian
menciptakan  rivalrous consumption
dalam penggunaannya. Dengan
demikian, sifat non-excludable tetapi
kemudian menyebabkan rivalry yang
terdapat dalam air bersih.

Oleh karena itu, penyediaan air
bersih dapat menjadi quasi-public goods
ketika terjadi ketidakmampuan
pemerintah dalam menyediakan air
bersih dan juga adanya efek yang
diakibatkan dari pengambilan air bawah
tanah secara besar-besaran, yang
selama ini sering dilakukan karena tidak
tertangani oleh pemerintah (Nugroho,
Kajian Kewenangan Pemerintah dalam
Penyediaan = Air  Bersih  Melalui
Kerjasama Pemerintah-Swasta : Studi
Kerjasama Pemerintah Daerah
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Kabupaten Semarang dan PT. Sarana
Tirta Ungaran, 2016). Hal tersebut yang
kemudian memberikan ruang bagi pihak
swasta untuk memanfaatkan air
permukaan dengan ketentuan tertentu
sehingga dapat memberikan pelayanan
yang selama ini menggunakan air bawah
tanah karena belum bisa tertangani oleh
pemerintah dan juga menjaga
ketersediaan air bersih, terkait dengan
berkurangnya penggunaan air bawah
tanah. Artinya, posisi air bersih dapat
berubah jika terjadi ketidakmampuan
dan ketidakseimbangan yang
diakibatkan dari pemanfaatan barang
publik tersebut.

Dalam konteks, siapakah yang
dapat menyelenggarakan penyediaan
barang publik, jika melihat analogi
bahwa barang publik bisa berubah
menjadi quasi-public goods, maka
penyelenggaraan penyediaan barang
publik dapat melibatkan peran swasta.
Hal tersebut karena adanya sifat non-
excludable tetapi kemudian
menyebabkan rivalry yang terdapat
dalam penyediaan barang publik
tersebut. Selanjutnya, jika menggunakan
konsep logic of embededness terdapat
beberapa  jenis pekerjaan  yang
merupakan campuran antara barang
publik dan barang privat (Pratikno,
2004). Dengan demikian, terdapat
dimana adanya ruang kerjasama bagi
antar aktor, yakni pemerintah dan pihak
swasta dalam penyelenggaraan layanan
publik.

Keterkaitan fungsi kerjasama
pemerintah-swasta diantara fungsi
pelayanan dengan fungsi ekonomi
Pelayanan publik adalah jenis
pelayanan yang disediakan untuk
masyarakat, baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun swasta (PLOD,
2004). Lebih lanjut, pelayanan publik
yang dimaksud tentu saja pelayanan
atas barang atau jasa yang dapat
dikategorikan sebagai barang publik
(PLOD, Laporan Kajian Pengembangan

Kelembagaan Kawasan Terpadu
Terminal Giwangan, 2009). Ada
beberapa alternatif pengelolaan

institusional, yakni dengan cara
pemberian wewenang penyelenggaraan
pelayanan publik kepada pihak swasta
(PLOD, 2004). Pemberian wewenang
kepada swasta ini dapat menjelaskan
kepada kita bahwa baik organisasi
pemerintah maupun organisasi swasta
dapat berperan sebagai pembeli
maupun penjual atau produsen dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, atau
berperan sebagai keduanya.
Selanjutnya, pelayanan publik memiliki
tujuan yakni meyediakan pelayanan
sesuai dengan apa yang dijanjikan atau
yang diinginkan dan dibutuhkan oleh
masyarakat (PLOD, 2004). Dengan
demikian, pelayanan publik yang
dimaksud adalah pelayanan yang
disediakan untuk kebutuhan
masyarakat dan barang atau jasa
dihasilkan merupakan barang publik.
Meskipun demikian, kerjasama
pemerintah-swasta juga harus melihat
dari fungsi komersil dikarenakan sifat
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daripada sektor swasta yang
menginginkan adanya profitabilitas dari
kerjasama tersebut. Artinya, peran
pemerintah dalam kerjasama
pemerintah-swasta tersebut adalah
mampu mengakomodir kedua hal
tersebut, yakni sebagai pemberi
pelayanan publik dan juga menjaga
profitabilitas dari sektor swasta. Hal
tersebut menjadikan
kerjasama pemerintah-swasta tersebut
memerlukan peran pemerintah dalam
memastikan dan menjaga
berlangsungnya kerjasama tersebut.
Peran pemerintah dalam kerjasama
pemerintah-swasta tersebut adalah
dengan menerapkan kebijakan public
service obligation (PSO) atau merupakan
biaya subsidi yang diberikan
pemerintah daerah atas perbedaan dari
harga produksi dengan kemampuan beli
pelanggan. Artinya, penerapan
kebijakan public service obligation (PSO)
dapat menjadi salah satu alternatif
pemerintah agar dapat berjalannya
fungsi pelayanan maupun fungsi
komersil dalam kerjasama pemerintah-
swasta. Cara pandang yang demikian
dominan ini terbukti gagal dalam
memberikan penyelesaian masalah.
Oleh karena, sebagian besar dasar
terciptanya kerjasama pemerintah-
swasta adalah keterbatasan
pembiayaan. Sangat ironis, jika dengan
alasan tersebut maka pemerintah
diharuskan =~ memainkan  perannya
dengan memberikan kebijakan public
service obligation (PSO). Terlebih, akibat
dari pelayanan publik yang

kemudian

diselenggarakan dalam logika pasar,
yakni hanya mereka yang memiliki
kemampuan keuangan memadai bisa
mengakses pelayanan tersebut (Hanif,
2005).

Dalam pergeseran pengelolaan
yang dikuasai oleh negara menuju
kearah  kekuatan pemilik modal
diperlukan adanya kapasitas birokrasi.
Oleh karena, pada dasarnya penguasaan
sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh
negara. Hal tersebut dikarenakan
negara  merupakan  penyelengara,
sedangkan keterlibatan pihak swasta
berada pada penyelenggaraan. Oleh
karena itu, diperlukannya Kkapasitas
birokrasi yang memadai dalam
mengendalikan skema kerjasama
pemerintah-swasta sehingga
diharapkan skema tersebut dapat
melindungi kepentingan publik
(Nugroho, 2015). Tentunya, kapasitas
birokrasi memiliki peranan yang
dominan dalam proses pembangunan
karena berasal dari kekuasaan dan
struktur hirarki yang dimilikinya. Hal
tersebut bertujuan untuk menjalankan
fungsi kontrol, stabilitas, dan pengatur
pembangunan. Artinya,
menjadi aktor yang memiliki kapasitas
dalam melakukan proses pembangunan
demi kebaikan masyarakat. Dengan

birokrasi

demikian, peran tersebut merupakan
peran yang ditanggung dan dijalankan
oleh birokrasi dalam skema kerjasama
pemerintah-swasta.

Meskipun demikian, terdapat
alternatif yang dapat dilakukan oleh
pemerintah agar birokrasi menjadi
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aktor yang memiliki kapasitas dalam
melakukan proses pembangunan demi

kebaikan = masyarakat. Pembagian
wewenang berupa pembagian
pelanggan  menjadi  titik  tekan

pengendalian pemerintah terhadap
penggunaan barang publik oleh pihak
swasta (Nugroho, Membangun
Konsensus dan Mengelola Konflik
Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam
Penyediaan Air Bersih, 2017). Hal
tersebut tidak  menjadi
dikarenakan sifat dari Kkerjasama
pemerintah-swasta adalah kontraktual.
Artinya, kerjasama pemerintah-swasta
seringkali tergantung pada motif dan
tujuan dari masing-masing pihak.
Pemerintah tetap dapat melaksanakan
pelayanan publik, serta melindungi
kelompok masyarakat yang tidak dapat
mengakses layanan publik dari adanya
kerjasama pemerintah-swasta tersebut.

Selain itu, pembagian
pengelompokkan  pelanggan dalam
kerjasama pemerintah-swasta juga
harus berdasarkan pada kemampuan
daya beli masyarakat penerima layanan
publik tersebut. Hal ini penting agar
dapat menjaga daya beli dari

masalah

penyelenggaraan layanan publik yang
dihasilkan oleh pihak swasta. Oleh
karena, terdapatnya sifat dari pihak
swasta terkait dengan profitabilitas
yang diinginkan. Artinya, hal tersebut
perlu adanya peran pemerintah agar
tetap berjalannya fungsi ekonomi yang
dihasilkan dari adanya kerjasama
tersebut bagi pihak swasta. Dengan
demikian, dapat diartikan bahwa

kepemilikan atas barang publik yang
dikerjasamakan tetap menjadi tetap
menjadi milik pemerintah. Posisi pihak
swasta dalam Kkerjasama pemerintah-
swasta hanya berada pada
penyelenggara layanan tersebut.

Lebih lanjut, kerjasama
pemerintah-swasta dalam penyediaan

layanan publik juga tetap
mengikutsertakan pembagian
keuntungan bagi pemerintah.

Pembagian keuntungan tersebut dapat
berupa royalti dan juga deviden yang
diberikan kepada pemerintah. Hal ini
ddilkukan agar pemerintah mempunyai
kemampuan finansial dalam penyediaan
layanan  publik atas  pembagian
pelanggan tersebut. Terlebih, manfaat
yang  diterima dari = pembagian
keuntungan juga dapat mempersiapkan
kemampuan pemerintah apabila
berakhirnya kerjasama pemerintah-
swasta, terlebih yang menggunakan
sistem sewa / kontrak. Artinya,
kemampuan pemerintah diharapkan

muncul pada saat  berakhirnya
kerjasama tersebut.
Terobosan dalam sistem

kerjasama pemerintah-swasta berupa
pembagian  pelanggan dan juga
pembagian keuntungan harus
dilakukan. Oleh karena, posisi
pemerintah adalah pemilik dari barang
publik yang dikerjasamakan dan
penentu  kebijakan = pembangunan
nasional. Kerjasama pemerintah-swasta
menjadi bagian dari distribusi maupun
alokasi sumberdaya dari kekuasaan
yang  dimiliki oleh  pemerintah.
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Tentunya, pemerintah kemudian dapat
memanfaatkan hal tersebut sehingga
dapat melindungi kepentingan
masyarakat. Artinya, pemerintah harus
dapat menjalankan kekuasaan yang
dimiliki agar Kkerjasama pemerintah-
swasta sesuai penyediaan layanan
maupun  pemenuhan  kepentingan
masyarakat.

Dengan demikian, dibutuhkan
peran pemerintah sebagai sosok The
Godfather dalam berjalannya
mekanisme Kkerjasama pemerintah-
swasta. Pertama, peran pemerintah
sebagai The Godfather berfungsi dalam
melindungi kepentingan masyarakat
agar tidak terputus aksesnya dalam
memanfaatkan pelayanan publik yang
dikerjasamakan. Kedua, peran tersebut
berfungsi dalam menjalankan
kekuasaan yang dimiliki oleh
pemerintah, yakni pemerintah sebagai
pemiliki tunggal barang publik yang
dikerjasamakan maupun
pemerintah sebagai pendorong dan
penentu arah kebijakan pembangunan

tersebut

nasional. Ketiga, peran tersebut
berfungsi sebagai penjamin
keberlangsungan kerjasama
pemerintah-swasta agar dapat

mengakomodasi  profitabilitas  yang
ditagertkan oleh pihak swasta dari
keikutsertaannya dalam kerjasama
tersebut. Artinya, peran pemerintah
sebagai sosok The Godfather dilakukan
agar terdapat keterkaitan maupun
keberlangsungan  fungsi  pelayanan
publik dengan fungsi ekonomi dalam
kerjasama pemerintah-swasta.

Kesimpulan

Pelayanan publik diharapkan
dapat menjadi pendorong utama dalam
peningkatan daya saing dan
pembangunan nasional, bukan sebagai
sumber inefisiensi dan ketidakpastian.
Konsekuensi yang muncul adalah
pergeseran paradigma birokrasi dalam
memberikan pelayanan publik. Hal
tersebut tentu telah merubah pola pikir
pemerintah, yakni dengan berbagi
peran dengan pihak swasta dalam
penyediaan layanan publik. Terdapat
pembeda dan pembatas dalam
penggunaan barang dan jasa tersebut,
yakni non-rivalry, rivalrous consumption,
non-excludable, dan excludable
consumption. Pertama, non-rivalry biasa
diartikan bahwa penggunaan barang
dan jasa oleh satu individu tidak akan
mengurangi  kesempatan
lainnya terhadap penggunaan barang
dan jasa tersebut. Hal tersebut
berkebalikan dengan
consumption, yakni penggunaan barang
dan jasa oleh satu individu akan
menutup kesempatan bagi individu
lainnya untuk penggunaan barang dan
jasa tersebut. Artinya, kedua hal
tersebut menjadi pembeda dan
pembatas dalam penggunaan barang
dan jasa yang ada. Kedua, non-
excludable yang dapat diartikan bahwa
apabila barang dan jasa tersebut
tersedia maka tidak ada yang dapat
menghalangi setiap individu lainnya
menggunakannya. Hal tersebut
berkebalikan dengan
consumption, yakni apabila barang

individu

rivalrous

excludable
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tersebut sudah dimiliki oleh satu
individu maka dapat menghalangi setiap
individu lainnya untuk
menggunakannya. Artinya, kedua hal
tersebut menjadi pembeda dan
pembatas dalam kepemilikan dan
penggunaan barang dan jasa yang ada.
Pada perkembangannya,
terdapat  kondisi  tertentu  yang
memaksa atau membuat barang dan
jasa yang terkategori dalam public goods
tidak dapat memenuhi sifatnya secara
absolut yang kemudian bertransformasi
menjadi quasi-public goods. Hal tersebut
karena adanya sifat non-excludable
tetapi kemudian menyebabkan rivalry
yang terdapat dalam penyediaan barang
publik tersebut. Konsep quasi-public
goods terlihat pada penyediaan air
bersih dan juga jalan. Artinya, terdapat
jenis barang dan jasa yang memiliki
variasi, yakni campuran barang publik
dan barang privat. Lebih lanjut, apabila
melihat analogi bahwa barang publik
bisa berubah menjadi quasi-public
goods, maka penyelenggaraan
penyediaan barang publik dapat
melibatkan peran swasta. Dengan
demikian, penyediaan layanan publik
dapat menjadi quasi-public goods ketika
terjadi ketidakmampuan pemerintah
dalam menyediakan layanan publik
maupun  ketidakseimbangan  yang
dikaibatkan dari pemanfaatan barang
publik. Artinya, terdapat dimana adanya
ruang kerjasama bagi antar aktor, yakni
pemerintah dan pihak swasta dalam
penyelenggaraan layanan publik.

Tentunya, dibutuhkan peran
pemerintah sebagai sosok The Godfather
dalam berjalannya
kerjasama pemerintah-swasta. Pertama,
peran pemerintah sebagai The Godfather
berfungsi dalam melindungi
kepentingan masyarakat agar tidak
terputus aksesnya dalam memanfaatkan
pelayanan publik yang dikerjasamakan.
Kedua, peran tersebut berfungsi dalam
menjalankan kekuasaan yang dimiliki
oleh pemerintah, yakni pemerintah
sebagai pemiliki tunggal barang publik
yang dikerjasamakan tersebut maupun
pemerintah sebagai pendorong dan
penentu arah kebijakan pembangunan

mekanisme

nasional. Ketiga, peran tersebut
berfungsi sebagai penjamin
keberlangsungan kerjasama
pemerintah-swasta agar dapat

mengakomodasi  profitabilitas yang
ditagertkan oleh pihak swasta dari
keikutsertaannya dalam kerjasama
tersebut. Artinya, peran pemerintah
sebagai sosok The Godfather dilakukan
agar terdapat keterkaitan maupun
keberlangsungan  fungsi  pelayanan
publik dengan fungsi ekonomi dalam
kerjasama pemerintah-swasta.
Terobosan dalam sistem
kerjasama pemerintah-swasta berupa
pembagian  pelanggan dan  juga
pembagian keuntungan harus
dilakukan. Oleh karena, posisi
pemerintah adalah pemilik dari barang
publik yang dikerjasamakan dan
penentu kebijakan pembangunan
nasional. Kerjasama pemerintah-swasta
menjadi bagian dari distribusi maupun
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alokasi sumberdaya dari kekuasaan
yang  dimiliki oleh  pemerintah.
Tentunya, pemerintah kemudian dapat
memanfaatkan hal tersebut sehingga
dapat melindungi kepentingan
masyarakat. Artinya, pemerintah harus
dapat menjalankan kekuasaan yang
dimiliki agar Kkerjasama pemerintah-
swasta sesuai dengan penyediaan
layanan maupun pemenuhan
kepentingan masyarakat. Lebih lanjut,
kerjasama pemerintah-swasta dalam
penyediaan layanan publik juga tetap
mengikutsertakan pembagian
keuntungan bagi pemerintah.
Pembagian keuntungan tersebut dapat
berupa royalti dan juga deviden yang
diberikan kepada pemerintah. Hal ini
dilakukan agar pemerintah mempunyai
kemampuan finansial dalam penyediaan
layanan  publik atas  pembagian
pelanggan tersebut. Terlebih, manfaat
yang  diterima dari = pembagian
keuntungan juga dapat mempersiapkan
kemampuan pemerintah apabila
berakhirnya kerjasama pemerintah-
swasta. Artinya, kemampuan
pemerintah diharapkan muncul pada
saat berakhirnya kerjasama tersebut.
Meskipun demikian, kerjasama
pemerintah-swasta juga harus melihat
dari fungsi komersil dikarenakan sifat
daripada sektor swasta yang
menginginkan adanya profitabilitas dari
kerjasama tersebut. Artinya, pembagian
pengelompokkan pelanggan dalam
kerjasama pemerintah-swasta juga
harus berdasarkan pada kemampuan
daya beli masyarakat penerima layanan

publik tersebut. Hal ini penting agar
dapat menjaga daya beli dari
penyelenggaraan layanan publik yang
dihasilkan oleh pihak swasta. Oleh
karena, terdapatnya sifat dari pihak
swasta terkait dengan profitabilitas
yang diinginkan. Artinya, hal tersebut
perlu adanya peran pemerintah dalam
menjaga mekanisme maupun aturan
yang telah disepakati dari kerjasama
tersebut agar pihak swasta dapat
memperoleh keuntungan, serta
penciptaan iklim yang kondusif dari
adanya kerjasama tersebut.

Dengan demikian, dapat
diartikan bahwa kepemilikan atas
barang publik yang dikerjasamakan
tetap menjadi tetap menjadi milik
pemerintah. Posisi pihak swasta dalam
kerjasama pemerintah-swasta hanya
berada pada penyelenggara layanan
tersebut. Oleh Kkarena itu, peran
pemerintah dalam kerjasama
pemerintah-swasta tersebut adalah
mampu mengakomodir kedua hal
tersebut, yakni sebagai pemberi
pelayanan publik dan juga menjaga
profitabilitas dari sektor swasta.
Nantinya, diharapkan fungsi pelayanan
maupun fungsi ekonomi dari adanya
kerjasama pemerintah-swasta dapat
berjalan bersama dalam memberikan
layanan publik.
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